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ABSTRAK

Karena pemberontakan PRRI di Sumatera melibatkan anggota-anggota Masyumi,
maka Masyumi mengalami perpecahanyaitu kubu Prawoto Mangkusasmito dan kubu Yusuf
Wibisono yang akhirnya keluar dari keanggotaan Masyumi karena kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh partai tidak tegas.Kubu Yusuf Wibisono memandang Masyumi harus
mengambil sikap yang keras terhadap para pemberontak termasuk para pemimpin Masyumi
yang terlibat. Apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
Masyumi, dan tidak dapat dibiarkan. Sementara kubu Mangkusasmito berpendapat lain,
kebijakan yang diambil oleg Presiden Soekarno untuk mencampuri persoalan cabinet dan
konstituante merupakan pelanggran UUD 1945, apalagikebijakan untuk melaksanakan
Demokrasi Terpimpin adalah penodaan terhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkan
oleh Masyumi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat
deskriptif-analitis dan explanatoris, dengan menggunakan pendekatan normative-historis.
Penelitian ini adalah tergolong penelitian sejarah, maka sumber data diperoleh dari sumber
data primer dan sekunder.Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrument analisis induktif.

Bahwa peranan Partai Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960)
adalah berperan dalam hal Pemerintah dan berperan dalam hal Perundang-undangan. Peranan
Masyumi dalam hal pemerintah, ada dua macam peran yang dimainkan yaitu yang pertama,
sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana
Menteri (Agustus 1955-Maret 1956). Kedua sebagai oposisi Pemerintah dengan
menggunakan dua metode yaitu Oposisi Parlementarian dan Op[osisi Ekstra Parlementarian.
Untuk peranan Masyumi dalam perundang-undangan vyaitu bahwa Partai Masyumi selalu
menolak setiap perundang-undangan.

Key word: politik, Partai masyumi, Pemerintahan Soekarno






PROF. DRS. ZARKASJI ABDUS SALAM
DOSEN FAKULTAS SYARPAH

JAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Hal  : Skripsi Sdr. M. Ridwan
Lamp : 4 Ekslempar Skripsi

Kepada Yang Terhormat.
Dekan Fakiltas Syari’ah
TIAIN Sunan Kalijaga

di-
Yogyakarta

Assalamu’alaikum  Wr.  Wh.
Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi

masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan
penulisan skripsi saudara :

Nama : M. Ridwan
NIM 1 9637 2492
Fakultas : Syari’ah
Judul : PARTAI MASYUMI PADA MASA

PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan
agar dapat diuji dalam sidang Munagasyah Fakultas Syari’ah
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu’ alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 24 Zulga’dah 1421 H.
19 Februari 2001 M.

Pembimbing 1

2

Prof. Drs. Zarkasji Abdus Salam
NIP. 150 231 514

i



DRS. M. SHODIK 8. SOS, MSi,
DOSEN FAKULTAS SYARI'AIL
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARATA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Ridwan
Lamp. 4 Bksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dckan Fakultas Syaci’ah
IAIN Sunan Kalijaga

di-
Yogyakarta

Assalamidalaikwne We.  Wh.

Setelah  kami membaca, mencliti, dan mengorcksi, serta memberi
masukan perbatkan-perbaikan  seperiunya  terhadap isi dan
penudisan skripst saudara

Nama - M. Ridwan

NiM 19637 2492

Fakultas : Syart’ah

Judul : PARTAI MASYUMI PADA MASA

PEMEURINTAHAN SOEKARNO (1955-1960)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi terscbut dapat diajukan
agar dapat diyji dalam sidang Munagasyah Fakultas Syari“ah
dalam waktu yang scsingkat-singkatnya.
Demikian semoga menjadi periksa adanya.
Wassalann’alaikuwn  Wr. Wb,
Yogyakarta, 24 Zuiqa'dah 1421 11,
19 fiehroart 2000 M.

Peribimbing 11

p e

Drs. M. Shodik, S. Sos, M. 51
NP 150 237 514

i



PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
SIKAP POLITIK PARTAI MASYUMI
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1955-1968)
Oleh:
M. Ridwan
NIM: 9637 2492

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 16 Juni 2001
dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Rabi’ul Tsani 1422 H
28 Juni 2001 M

Dekan

Sekretaris Sidang

Al

Drs. Kholid Zulfa. M. Si
NIP  :150266740

Pembimbing I
_ . B %’o "
Prof. Drs~H- Zarkasj#Abdus S. Prof. B“Z_l’kaérs_ a dis S.
NIP  :150046306 NIP 150046306
Penguji 11 ’} Pembimbing II

C

Drs. H. RatnL) Lukito. M. A,
NIP -.15@62169

]

y

Drs. M. Sodik, S. Sos. M. Si
NIP 1150275040




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan Arab
dilambangkan dengah bhuruf, dalam transliterasi im sebagian dilambangkan
dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
)] alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
g ba’ b | be
o ta' t . te
S sa’ § es (dengan titik di atas)
T jim i je
_ -(' ha’ h ha (dengan titik di bawah)
t kha' kh ka dan ha
Y dal’ d de
S zal' z zet (dengan titik di atas)
7 ra iy er
J Zai vA zet
e . sin S es
(J-'L syin Sy es dan ye
e sad S es (dengan titik di bawah)
e dad d de (dengan titik di bawah)
_LD ta t te (dengan titik di bawah)




1 Za z zet (dengan titik di bawah)
C “ain ‘. koma terbalik (di atas)
't | gain g ge
o fa f ef

1 S qaf q - qi
5) kaf k ka
J lam f el
£ mim m ém
. nun n en
9 wau ‘ w we
A ha h ha
5" hamzah ) - apostrof
S . ya y ye
{

B. Vokal _
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dan vokal
tunggal atau monofiong dan vokal rangkap atau diftong,
1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
( Tanda | .Nama Huruf Latin Nama
s
— fathah a a
— " kasrah- i _ i
A
dammah | u | u

vi



2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf:

Tanda - Nama Huruf Latin Nama
s
\,j — fathah dan ya ai a dan i
s Z fathah dan wau au adanu
Contoh:
-kataba 3 5 -saufa

3 _fa‘ala ug - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal pamjangnya yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tand_a ' Na ma Huruf Latin Nama
.5-/ 7  fathah dan alif - | el a dan garis di atas
. atauya - o '
S P kasrah dan ya A i dan garis di atas
_3‘9 " dammah dan wau .u u dan garis di atas
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Conitoh:

JL’ - qala ~ -qila
Sy -rama : J _).;:" - yaqulu

D. Ta Marbugah

Transliterast untuk ta marbutah ada dua:
1. Tamarbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
/. |
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh: |
J(‘L)ﬁ l-';".fj - raudatul atfal g

5 /;1\1' ;L-;‘J-l‘ - al-Madinah al-Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Svaddah atau Tasydid . yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi



ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L) - Rabbana _/.:\.J‘ - al-birr

% |
J_;) - Nazzala 'é—"J‘ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “L)‘“" Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang dikuti oleh huruf s-yamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu. |

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang ditkuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan ydng digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Baik ditkuti oleh huruf syamsiyyah mavpun huruf qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:



J_;»;JI - ar-rajulu A3 -al-qalamu
YOI as-sayyidatu J M\ - al-jaldly

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal

kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- - + .
f &= _syai'un \_J‘/’\ - umirtu

a ) - inna Oj-l.‘;h-t. - ta'khuzfina

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karepa ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi i penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: |
i~ )4.) iy C) )9 . wainnallaha lahuwa khair ar-fﬁziqfn atau

U_L.j a E) \ wa innallaha lahuwa @aimr—rﬁiq?n
. B
| J"Q‘ "5 & - faaufualkaila wa al-mizina atau



d‘/'_\—j".ﬁ fa auful-kalia wal-mizina

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistim tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku- dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain
huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama dini dan permulaan
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandang.

Contoh:

J_}“‘( Yzl » 9 - wama Muhamadun il}a Rasil

e ﬁb_} AI-\\J'_/‘F\J - nasrun minallah wa fathun qarib
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dijadikan sebagai “musium” intelektual dalam zaman yang terus “mermnbatu” ini.
Dalam kesempatan ini, penyusﬁn juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Prof. Drs. H. Zarkasji Abdus Salam selaku Ketua Jurusan Jinayat-Siyasah

sekalighs Pembimbing 1 yang tidak jemu-jemunya untuk membimbing dan
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Drs. M. Shodik S. Sos, M. Si selaku Pembimbing Il yang dengan
kesabarannya dan mencurahkan segala yang beliau punyai untuk membimbing
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. Kedua orang tua penyusun yang selalu memberikan support baik materiil
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menyelesaikan tugas studi S 1 penyusun.

4. Kedua adik tercinta yang ada di “penjara suci Andalusia” yang selalu setia
pada orang tua yang terkadang membuat penyusun terhibur dengan aksi-
aksinya dan kepada tersayang yang selalu memberikan dorongan kepada
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kritikan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan demokratis merupakan dambaan semua penduduk suatu
negara. Jaminan untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat dan
persamaan dalam hukum merupakan cita-cita dari semua' bangsa. Begitu juga
Indonesia, salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim,
Mereka menginginkan pimpinan negara adalah seorang muslim yang taat,
demokratis dan mengayomi semua rakyatnya. Indonesia sekarang dipimpin
oleh Abdurrahman Wahid yang jelas-jelas merupakan cucu dari K.H. Hasyim
Asy’ary. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur lebith mengedepankan aspek
akomodasi antar berbagai aliran politik. Umat Islampun berharap agar tidak
hanya bisa mengakomodir dan mempersatukan seluruh elemen bangsa akan
tetapt juga diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi umat Islam yang selama
ini selalu dipinggirkan. Cita-cita untuk membentuk negara Islam sudah
dibangun sejak Indonesia merdeka atau tepatnya ketika terjadi pertentangan
antara kubu Islam dan Nasionalis dalam sidang Konstituante.

Kepep#impinan Gus Dur banyak didukung oleh mayoritas partai yang
menang dalam Pemilihan Umum 1999. Bahkan dalam pemilihan presiden
poros tengahlah yang berjasa menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai
‘presiden. Akan tetapi setelah melihat kepemimpinannya poros tengah berbalik
menjadi oposisi yang selalu mengkritist kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

- pemerintah bahkan terkadang melampaui batas wewenang oposisi.
Persoalan dukung-mendukung dan anti terhadap sebuah kepemimpinan

tidak hanya terjadi dimasa sekarang akan tetapi dahulu pada zaman Sockamo



juga demikian. Pada zaman Sockarno ada dua kubu besar yaitu Nasionaiis dan
Islamis. Golongan Nasionalis yang dimotori oieh PNI selalu mendukung
Soekarno, berbeda dengan kelompok Islam., Kelompok yang dipimpin oleh K.
H. MasgjlorV ini menginginkan Indomesia berdasarkan Islam. Pendapat
kelompok Islam sangat dipengaruti okeh Partai Masyumi yang waktu itu
identik demgan Moh. Natsir.” Dalam Konstimante Moh. Natsir menolak

Pancasila yang scbelumnya dia ungpuikan dengan beberapa scbab
sebagaimana yang diungkapkan oleh Deliar Noer dalam bukunya Isiam,

Pancasila dan Azas Tunggal:

Pertama, Konstituantc merupakan forum pembahasan terbuka, forum
pembanding pendapat. Sebagaimana anggota lain mengemukakan
pemikiran mereka tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas, 1a
{Natsir) juga bersikap demikian. Kedua, ia dan kawan-kawannya dari
orgamisasi Isiam ingin memperiangoungjawabkan amanah yang
diberikan oleh para pemilih yang telah mempercayakan kepada
mercka aspirasi ummat untuk diperjuangkan. Kefiga, seperti juga para
anggota jam dari Komshituante, ia dan kawan-kawannya ingin
memperkenalkan keagungan keyakinan masing-masing

K. H. Masjkur sebelumnya iclah dilobi oleh Soekamo uniuk teiap
mempertahankan Pancasila scbagai dasar negara akan tetapi dia menalak ¥

U Soebagiio L N, K. H Masjlawr; Sebuah Biograft, cetakan ke-1, (Jakarte: PT Gurung
Agung, 1987), hlm. 183.

% Sebenamya tidak hanya Moh. Natsir dari Parta} Masyurmni saja kan tetapi Partai NU juga
menginginkan dasar negara adalah Islam. Soebagijo L. N, K. H. Masjkur; Sebuah Biograji, cetakan
ke-1, (Jakarta: #¥ Gumung Agung, 1982), him. 182. Ban tidak hanya kedua partai tersebut akan
tetapi selamh partai Islam ingin agar Istam dijadikan dasar negara. Deliar Noer, Partai Islam di
FPenias Nasional 1945-1963, cetaian ke-1, (Jakarta: Guafili Pers, 1987), him. 117

* Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Azas Tunggal, cetakan ke-2, (Jakarta: Yayasan
Perktudmatan, 19¥3), him. 111.

“ Untuk persoalan ini baca Soebagijo I N, & B Masgjkur; Sebuah Biografi, cetakan ke-1,
{(Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), him. 183.



Soekamo sangat berkepentingan sekali dengan Pancasila sebagai dasar negara

karena menurutnya Pancasila merupakan satu kompromi yang dapat
mempersatukan berbagai macam golongan™ dan dialah yang menciptakan dan
menemukan kata-kata itu®.

Pertentangan yang ideologis dalam Konstituante ini berimbas pada roda
pemerintahan dan juga pada kondisi masyarakat. Kabinet Ali II jatuh
disebabkan karena tidak kuatnya konsolidasi politist sipil dalam pemerintahan
sehingga militer melakukan manuver dengan membentuk dewan-dewan daerah

pada 1956 dan mencapai puncaknya dengan pemberontakan PRRI-Permesta
pada tahun 19587 Persoalan ini menarik partai-partai yang ada dalam
parlemen, misalnya Masyumi dan NU. Akhirnya Masyumi menarik seluruh

menterinya dan Kabinet Ali 11 dengan argumentasi bahwa langkah-langkah

pemerintah tidak memberi keyakinan Masyumi bahwa ia akan membawa

menuju kesejahteraan rakyat dan negara.®

%) Herbert Feith & Lance Castles (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, cetakan
ke-2, (Jakarta; LP3ES, 1995), hlm. 157.

® Kaelan, M. S, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, (Yogyakarta: Paradigma,

1996), hilm, 32, Sartono Kartodirjo dkk, Sejarak Nasional Indonesia VI, edisi ke-2, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1972), him, 18. Noor Ms. Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, edisi ke-2, (Yogyakarta:
Liberty, 1994), him. 52,

D J. Eliseo Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI

1946-1965, alih bahasa Pustaka Utama Grafiti, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1991), him. 179.Pemberontakan dewan daerah merupakan akibat dan gagalnya peristiwa 17
Oktober 1952, dimana sekelompok perwira berupaya melakukan kudeta dalam upaya
membubarkan Parlemen Sementara yang tidak efisien. W.F. Wartheim, Masyarakat Indonesia
dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial, alih bahasa Misbah Ellizabet, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1999), him. 283

®) Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1 9635, cetakan ke-1, (Jakarta; Grafiti
Pers, 1987), him, 255.



Pasca Kabinet Ali II runtuh pada tanggal 13 Maret 1957 maka
dibentuklah kabinet dibawah seorang politisi non partai, Djuanda Kartawidjaja
pada tanggal 4 April 1957. Kabinet Djuanda merupakan kabinet yang bertugas
untuk menyelesaikan disintegrasi pusat dan daerah, memperjuangkan Irian
Barat untuk kembali kepangkuan ibu pertiwi, menstabilkan keadaan ekonomi
yang terus merosot dan meningkatkan pemasukan devisa serta export-import
Indonesia.

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI-NU walaupun sebenamya
lebih didominasi oleh orang-orang non partai dan orang yang ahli dalam
bidangnya masing-masing schingga disebut juga kabinet ahli (zaken kabinef)
seperti Chairul Shaleh. Masyumi menolak orang-orangnya ditempatkan dalam
kabinet karena tidak diajak dalam tim formatur penyusunan kabinet, walaupun
ada 2 orang anggota Masyumi yang duduk dalam kabinet akan tetapi
dikeluarkan dari keanggotaan Masyumi.

Karena sering terjadinya pergantian kabinet yang membuat negara
dalam keadaan tidak stabil maka Sockamo pada bulan Februan 1957
mengeluarkan konsepsi untuk menyelamatkan negara. Akan tetapi konsepsi ini
ditentang oleh mayoritas partai khususnya partai Masyumi.

Soekamo tetap saja dengan pendinannya sehingga pada bulan Mei
1957 dibentukiah Dewan Nasional yang terdiri atas empat puluh satu wakil

“polongan fungsionil” ditambah beberapa anggota ex oﬂicio.g’Dewan Nasional

» M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, dlih bahasa Gadjah Mada University Press,
cetakan ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), him. 390,



ini dipimpin-oleh Soekamo sendiri. Inilah awal dari berlakunya Demokrasi
Terpimpin menurut istilah Soekarno sendiri.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini peranan partai tidak muncui
bahkan cenderung dihilangkan. Masyumi pada masa ini scbenarnya
mengajukan solusi agar dibentuk kabinet presidensiil dibawah Soekarno
sendiri, akan ictapi Soekamo fidak menerima solusi ini.

Karena pemberontakan PREI di Sumatera yang metibatkan anggota-
anggota Masyumi, dianfaranya adaiah Moh. Natsir dan Syairuddin
Prawirancgara, Masyumi mengalami perpecahan yaity, kubu Prawoto
Mangkusasmito dan kubu Yusuf Wibisono yang akhimya ketnar dari
keatiggotaan Masyumi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai
tidak tegas. Kobu Yusuf Wibisono memandang Masyumi hams mengambii
sikap yang keras terhadap para pemberontak termasuk para pemimpin
Masyumi yang ferlibat. Apa yang mercka izkukan merupakan pelanggaran
terhadap prinsip-prinsip Masyumi, dan oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan.'®

Sementara kubu Prowoto Mangkusasmito berpendapat tain, kebijakan
yang diambil oleh Presiden Soekarmno wntuk mencampuri persoaian kabinet
dan konstimantc merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945, apalagi
kebijakan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin adaiah penodaan
ierhadap demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Masyumi Masynmi
ingin mempertahankan dan mengembangkan Demokrasi, akan tetapi bukan

Demokrasi Terpimpin,*®

“I' Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, cetikan ke-1, (Jakarta:
Grafiti Pers, 1987), him. 380.

9 fhid., him. 382,



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diambil

sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana sikap politik Partai Masyumi pada

masa pemerintahan Soekarno selama tahun1955-19607

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara pasti sikap Masyumi pada masa pemerintahan
Soekarno selama tahun 1955-1960.

2. Untuk mengetahui secara obyektif apakah benar Masyumi secara
organisasional terlibat dalam pemberontakan PRRI yang merupakan causa
prima dan dibubarkannya Masyumi?

Kegunaannya adalah :

1. Untuk mengetahui secara obyektif sikap umat Islam dalam perpolitikan
Indonesia, khususnya sikap Masyumi yang merupakan salah satu partai
perv?akilan umat Jslam dalam pentas politik nasional.

2. Menambah wawasan dalam praktek figh siyasah terutama partai-partai

Islam dalam pentas perpolitikan nasional, khususnya Masyumi pada tahun

1955-1960.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas secara khusus tentang Partai Masyumi pada
masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) sepengetahuan penulis belum ada.

Titik fokus penelitian adalah pada kiprah atau peranan partai Masyumi dalam



pemerintahan. Pemerintahan disini dimaknai sebagai perbuatan (bara, hal,
urusan dan lain-lain) memerintah'® atau dalam pengertian secara luas
pemerintahan atau government dalam bahasa Inggrisnya adalah sekelompok
orang yang memerintah suatu negara'’ Dengan pemaknaan terminologi

pemerintahan seperti diatas maka penulis lebih menfokuskan pada peranan
partai Masyumi semasa 1955-1960 dalam hal ideologi ataupun cara Sdekamo
memerintah dalam tahun tersebut.

Ada buku yang ditulis oleh Deliar Noer yang membahas tentang partai
Islam di Indonesia yaitu Partai Islam dalam Pentas Nasional 1945-1965.
Buku ini merupakan hasil studi Deliar Noer mengenai pasang surut partai-
partai Islam sebatas 1945-1965, terutama menyangkut peranan dan organisasi
partai-partai tersebut'” dan tidak secara khusus membahas tentang penelitian
Ini.

Dalam penelitian ini  penulis menggunakan ruj'ukgn utama
dokumentasi, arsip, catatan atau laporan tahunan dari partai itu sendim,

autobiografi tokoh yang terlibat dalam partai Masyumi dan dokumen resmi

———

120 W1S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan ke-5, (Jakarta: PN
Balat Pustaka, 1976}, him. 740.

13 AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Edisi ke-5,
{Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 331.

) Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-19653, cetakan ke-1, (Jakarta;
Grafiti Pers, 1987), hlm. v



pemerintah' selain karya  ilmiah vang sudah disebutkan di atas, Partai
Islam  dalam  Pentas Nasional karya Deliar Noer. Unfuk mendukung
referensi yang utama maka penulis menggunakan semua karya iimiah yang
membahas tentang Masyumi terurama kurun wakim 1955-1960 dan juga buku-

buku sejarah yang ditulis secara individual maupun tim.

E. Kerangika Teoritik
Dalam scbuah negara demokrasi,*®disyaratkan adanya (1) open-class
soctety, {2) communicative society, (3) mass consumption society, (4) pluralist
society'® dan dijaminnya kebebasan individu untuk melaksanakan hak-

haknya. Sebagaimana dikatakan oich S. I Benn dan R. S. Paters;

¥ Karena int merupakan kategori penclitian sejarah maka sumber primemya adalah
dokamentasi organisasi yang diteliti dalam haf ini Masyumi yang berupa catatan Kongres atau
rapat, hulmkenang-kenangan organisasi, lapomnrahmmatauma;a]ahymdﬁeﬁnman oieh
ofgmusasi, aotobrografl tukolt yang teriibtat dalatn organisasi tersebut dan dokurmentasi resmi
pemenntsh. Liv Louls Gottschatk, Aferngerst Sefarak, dma]emahkanolehMnghoNomsanm
cetakan ke-5, (Jakarta: Ul Pres, 1975), him. 38. dan juga Hasan Usman, Serd Penterjemahan:
Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Depag, 1986), him. 64-65.

% Demokrasi muncul sejak dikeluarkannya demokratia pada abad kelima SM untuk
menerangkan sistem demokrasi yang berlaku di negara-kota Yimani-Kuno, Istilah ini berasal dart
2 kata yaitu “pemermtshan (trafig) dsn rekyat (demos)”. Sysmsuddin Raris, Demokrasi di
Indonesta: Gagasart dan Pengalaman, cetakan ke-1, (Jakarta: LPIES, 1995), him 4 Secara umum
demokrasi adalah pemegintahan dasi rakyat ofeh rakyat dan wriuk rakyat. Perdebatan yang timbul
dan sangat kuno adajali demolgasi langsung aten demokrast perwakitan. Pengertisn demokrasi
mengalam perkembangan karena negara-kota telah punah dan muncullah negara-bangsa,
sementarz dalam transformasi demokrasi kedua ini, gagasan demokrasi telah dipindahkan daci
negara-kota menuju negara-bangsa (nation-state} yang skalanya janh lebih hias. Transformasi
inilah yang menyebabkan timbuliya seperangkatlembaga politik yang baru. Kumpulan lembaga
baru inilah yang secara keseluruhan sekarang dinamakan Demokrasi. Robert Dahl, Demokrasi dan
Para Penghritifmya, alih bahasa tim Yayasan Obor indonesia, jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1992), him. 4.

I Kuntowijoyw, Demolrasi dan Budaya Birokrasi, cebakan ke-1, { Yogyakarta: Bentang,
1994, him. 7o.



...that they suggest some of egalitarianism ..... a person as
“democratic” meant that he was * a person of simpic and friendiy spirit
and genial manners. ‘a good mixer’ and who, whatever his weaith or
status, makes no assumption of superiority”."®

Dan yang lebih penting adalah piuralist society dalam artian bahwa harus ada
persamaan (equality) diantara mereka dan tidak ada diskriminasi."

Pra-syarat menjadi negara demokratis sudah terpenuhi daiam negara
Indonesia atau paiing tidak bahwa demokrasi yang diasumsikan oleh Robert
Dabl sudah bisa dipraktckkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini
sebab Indonesia merupakan nation-state yang sangat luas.*®

¥ S. I. Benn dan R S. Paters, The Principle of Political Thought, (New York: Coiliers
Book, 19593, him. 394,

Yl Phnsip persamaan (Fquality) imilah yang menjadi fokus penting dalam negama
demokrasi. Harvey Whedler, Democracy in Revohationmry Era: The Political Order Today,
(Hammorsworth: fenguin  Hook, 1971), him. ¢8. Semenfera Kai Nielsen tidak memasukkan
persamaan (equality) ita sebagai syarat tersendiri akan tetapi secara tidak langsung jika kebebasan
{egaiitarianism) sudah menjadi pra-syaraf maka secara ofomatis equolity sudah menjadi bagianmya
karena persamaan dan kemerdekasn merupakan bentuk final untuk menghadapi egalitarianism.
Kai Nicisen, Squality and Liberty: A Defence of Radicol Egafitarianism, (New Jersey USA:
Howman & Allandheiid Publishers, 1985}, him. 2¥1.

Z% Nation-state menupakan transformasi kedua “demokrasi” yang menghasilkan tradisi
Hepublikanisme, perwakilan dan lopika persamsan. Robert Dahl, Demokrasi dan Para
FPenghritiforye, alih bahass Yayassn Obor indonesia, jilid §, (Jakenta: Yayasan Obor (ndonesia,
199Z), him. 24. Sebenamya perdebatan tentang nafion-state sudah nsang apalagi pada masa
sckarang dimana natton-state merupskan mofor dan pengrusakan dan penghancuran dumis
modern. Padshsl mumculnys nation-sfare adaish sebnah upays mituk masuk ke dalam slam
modem, Negara absofut ditumbangkan bukan hanya karena para penguasanya yang menjalankan
kekuasaan dengan sewenang-wenang, tetapt karems negera absolut it bertenmngan dfmgan
rastonalitas. Kehancuran negaca absobut kecuali ditandai oleh natinva “orang-orang hiasa™ ke
puncak kepemimpinan, juga diringi dengan penggusuraa kekitatan anfi modem. “Kekuasaan™
harus disetujut olelr rakyat yang dipermah, Hduk oleh oboriius tam, termasuk Allah Nanionr-state
memang pada waktu itu benar-berar diyakini sebagai wjung tombak mengenai modemitas.
Anthoay Gidden, The Fhind Way, The Henewal of Social Democracy, atih bahasa Ketut Arya
Mahardikn, (Jakarta: Gramedia, 1999) him. 36-37 dan juga baca makalah {. Wibowo, “Negara dan
Modernitas menunit Aathony Giddens™, makalah disampaikan daiam simposiim Dewria yang
Beriari: Teori Amhony Giddens tentang Modernitas sebuah simposium yang diadakan oleh
Majalah Basis dan Penerbit Gramedia Pustaka Utams di teater Uitan Kayu, Jakarta, Sabto 4
Desember 1999, Sementers di Asia dan Afriks geiala nation-state baru terjadi “gelombang
wraklur’ —nasionafisme abad ke-20- dan ini merupakan pplakan dan negara-kehangsaan yang ada
di Ameriia dan Eropa sebelumnya, Benedict Anderson Komunitas-komumitas Imafiner: Renungan
tentang Asai-usui don Penyeboran Nasionalisme, alii bahasa Omi Intan Naomi ( Yogyuakarta:
Pustaka Pelajar dan Insist, 1999}, him. xvi



Dau sepak prokiamasi 1945, PPKI menunjuk Sockarno dan Hatta untuk
mnenjadt presiden dan wakiinya, bentuk negara adiiah Repubiik yang
berdasarkan kedaulatan rakyat,’® yang dalam pelaksanaannya dibentuklah
kabinet yang dipimpin oleh perdana menferi™ Unfuk mendukung kinerja
pemctinighan dan meramaikantiya kehidupan demokrast di Indonesia yang
telah cukup lama dibentuk dan dilaksanakan sebetum Indonesia merdeka dan
saiivil MiCUGIZEZH poilatitdil Ul yaing portama maka pada tanggal 30 Maret
1945 Badan Pekerga Komtke Nasiomal Indonesia memutuskan unfuk
membentuk partai atas dasar konsep banyak partai (mudti parsy),”” maka
tumbulilah berbagai macam partai scbagat manifestast dari berbagai macam
ideologt dan keyakinan yang ada dalam masyarakat.

Dalam suasana demokratis, kebebasan, perbedaan pendapat sangat
ditormatt demi kemajuan dan tujnan yang dituntut oleh warga negara. Konsep

saling mengawasi dan berkompetisi dgunjtmg tingel, Sartori mengatakan:

) Menurut Hatta kedaulatan rakyat yang digunalen dan dipropagandakan oleh kalangan
pergerakan nasional betbeda dengan konsepsi Rosseau, yang bersifat individuatisme. Kedautatan
Rakyat yang diasumsilan adalsh kedaulatan rakyat yang berakar dari pesganlan dalam kehidupan
sehari-heri takyat Indonesia. Inilah yang menjadi ciri khas dari demokrast Indonesta. Muhammad
Hatta, = Masyarakat Koloniai dan Cita-Cita Demokrasi Sosial” dalam Herbest Feith & Lance
Castle (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1963, cetakan ke-1, (Jekarta: LP3ES, | 988), him.
ii

“  Sistem Pemcuntahan seperti ini disebut pemerintatan pardementer dimana kepala
negara berhak mengangkat kepala pemerintahan (perdana Menterij dan perdana menteri
mengangkai menferi yang menjadi pembanturnya Pemerniah dalam hal ini bertangpung jawab
fidak kepada kepala nepara secara politik akan tetapi kepada majelis. Arend Lijphart, Sistem
Pemerimehan Fariementer don Presidensial, Torabim didk {penyadur), cetalan ke-1, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), im. 36-43.

“) Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Keluaten Politik dan
Fembangunan, cetakan ke-4, (Jakarta: Kajawali, 1986), him. 26



ii

“Demokras: adaiah suatu sistem politik dimana pengaruh keiompok

mayoritas dyjamin oich keiompok minoritas vang dipilih dan

berkompetisi dan kepadanyalah sistem ini dipercayakan.”*®

Dalam scbuah demokrasi harus ada check and balance, konsep intlah
yang dalam kosakata politik modern disebut oposisi yang tugasnya adalah
mengontrol pemerintah®? yang dipegang oleh partai yang menang dalam
pemitihan umum dan merupakan representasi dan suara mayoritas rakyat.

Fungst kontrol parlemen ditugaskan pada partai-partai vang kalah
dalam pemilihan umum dan pemenntahan dipegang oieh partai yang menang.
Oposist dajlam hal int digupakan untuk menyatukan bangsa dan memberikan
saran ataupun Kritikan kepada penguasa atan parlernen jika tidak sesuai dengan
tujuan berbangsa dan keinginan mavoritas rakyat.

Dalam wacana perpolitikan Islam, mekanisme politik juga menjadi
sesuatu yang penting dimana bhams ada saling konlmlantatapmgnasadan
rakyat. Sebab kontrol rakyat sebagai warga negara merupakan kewajiban dan

8. P. Vama, Teori Politik Modern, alih bahasa Yohanes Knistianto SI dik, cetakan ke-
3, (Jakarta; Rajawali Pers, 1992), him, 217,

%7 Maurice Deverger, “ Asal Mula Partai Politik™ datam Ichlasol Amal (ed), Feori-teori
Mulalhir Fariai Politik, cetakan ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), him, 13,
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merupakan bentuk partisipasinya dalam politik. *® Dalam hal ini kontrol harus

didasarkan pada hukum Tuhan®”

dan harus didasarkan pada hukum Islam.?® Hampir sama dengan Husein
Haikal akan tetapi menurut Haikal, Islam fidak memberikan petunjuk vang
langsung dan rinci tentang bagaimana umai Islam mengatur urusan negara.
Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur prilaku manusia
dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya yang pada akhirnya akan
mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
Iman (percaya) akan ke-Esa-an Tuhan (Tauhid), percaya tentang adanya
hukum alam atau Sunah Allah yang pasti dan tidak berobah dan yang terakhir
adalah persamaan®. Tauhid merupakan prinsip utama dan pertama dari sekian

) Kimtowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cetakan ke-2, (Bandung: Mizan, 1997),
him. 115.

) Sistem politik Islam masih mendasarkan dan menempatkan syari’ah dan kedauiatan

sebagai hukum tertinggi tanpa adanya interpretasi yang disesuaikan dengan konieks waktu dan
tempat sebagaimana konsep politik yang dikelnsrican oleh Abu A’la ai-Mandndi Abul A’la Al-
Maududi, Sistem Poiitik Islam, alih bahasa Asep Hikmat, cetakan ke-4, (Bandung: Mizan, 1993),
himi. 223-243. Berbeda dengan Qomaruddin Khan bahwa politik Islam didasarkan pada simasi
kesejarahan dan tidak memliki kesucian relegius dalam dininya Benar, Nabt mendirtoan suatu
regim poitik tetaplpenammmgnnmsewtbemhandmgmMamkesejamhanbukan
mempakan tujuan hakiki dari misi kenabiannya Islam hanya bertnjuan menciptakan suatu tata
moral yang didasadman pada ketaqwaankepadamhan,pednnglmgiawabmmmapTuhmdan
imanisia, persamasn dan persaudaraan umat mannsia [slam juga bertujuan menciptakan tata
sosiatnyy sendin yang didasarkan pads niai-nilst yang penting dan tenomus dengan baik maka
negara apapun yung dibangun oleh loorn mmslmm, dan negara tersebut —teriepas bentuk dan
siruktirnys- apabila berhasil mencipialcan suatn masyarakai yang mencemtinian nilai-nilai
tersebut akan dipandang sebagai sebuah negars Islam. Qomaruddin Khan, Tentang Teori Politik
Islam, alit bahasa Taufik Adnan Kawal, (Bandung: Pustaka, [987), him_ 89-90.

% John. L. Esposito, Islam dan Politik, Alih bahasa: H. M Joesoef Sou’yb, (Jakarta:
Hulan Bmtang, 1990), bhim. 307.

) Munawir Sadjali, Isfam dan Tata Negam, Sejarah, Ajaran dan Perkembangarmya,
(Jakarta: Ul Press, 1994), him. 185-187.
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prinsip yang ada. Konsepsi Haikal ini jauh berbeda dengan pemikir politik
Islam fainnya seperti Abu al-A’la al-Maududi, Rashid Ridha dan Sayyid Qutb
yang  diklasifikasikan oleh  Munawir sebagai  kelompok yang

berkecenderungan tradisional dan semangat anti-Barat.’”® Menurut mereka

pemerintahan Islam harus mempunyai watak dan diantara salah satu watak itu
adalah penguasa memerintah dan menjamin pelaksanaan Syari’at Islam, baik
penguasa maupun yang dikuasai harus terikat oleh Syari’at®?.

Jika pemimpin atau pemernintah telah melanggar ketentuan hukum
Tuhan maka rakyat harus memperingatkannya. Memperingatkan suatu
pemerintahan ~terlepas dari bentuk dan strukturnya- bisa dilakukan secara
kolektif (lewat partai atau organisasi) dan juga bisa secara individual.
Peringatan atau protes bisa dengan jalan “accomodative” dan bisa dengan
jalan “non-accomodative”*®
F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

" Munawir Sadjazali mengklasifikasikan para pemikir politik Islam kontemporer ke

dalam tiga kelompok wutama. Kelompok pertama dengan kecenderungan tradisionalnya dan
semangat anti-Barat. Kelompok ini diwakili oleh Rasyid Ridha, Abu A’la al—Maududi dan
Mohammad Abduh. Kelompok kedua mempunyai anggapan bahwa Islam tidak berbeda dari
agama-agama yang lain, yang hanya mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhan
sementara urusan lainnya tidak, kelompok ini diwakili oleh Ali Abd al-Raziq dan yang terakhir
adalah kelompok yang diwakili oleh Husein Haikal yang bercirikan sebagai kelompok moderat.

M selanjutnya baca John, L. Esposito, Islam dan Politik, Alih bahasa: H M Joesoef
Sou’yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), him. 311-312,

) F. Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics, (Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1996), him. 109.
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3.

H

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (h"brary Research),
yaiiu menjadikan bahan pusiaka sebagai sumber utama sehingpa iebih
sebagai penelitian dokumenter (documentary research).

Stfat Peneiitian

Sifat penclitian ini adalah diskiiptif-analitis dan explanatoris, yaitu
penelitian ini berusaha untuk memaparkan sejarah peranan partai Masyumi
secara komprehensip. Kemudian data tersebut dianalisis secara mendetail
sehingga dihasilkan kesimpulan yang memadai. Dari analisis fersebut akan
dyjelaskan apa sebenarmnya peranan partai Masyumi terhadap pemerintahan
Sockarno pada kurun wakm 1955-1960.

Pendekatan Peneiitian

Pendekatan penelibhan 11 menggunakan pendekatan normatif-
higtoris, Pendekatan ini digutakan untuk menclusuri sgjarah peranan
partai Masyumi terhadap pemerintshan Sockamno (i955-1960) sehingga
muncul sebuak kesimpulan peranan Masyumi bagi pemeri;lthhan Soekarno

walkiu t

4, Pengumpuian Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian sejarah maka sumber

primer yang digunakan adalah:
a. Dokunicritasi orgaiiisasi partai Masyutini berupa catatan kongres atay
rapai, buku kenang-kenangan orgamisasi partai Masyumi, iaporan
fahunan atau majalaiv dari partai 1w sendui dan autobiografi tokoit

yang terhbat dalam partai Masyumi.
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b. Dokumen resmi pemerintah.”

Adapun sumber sekunder adalah semua buku atau karangan, brosur,
pamflet dan sebagainya yang ditulis oleh orang lain tentang Masyumi.
5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis induktif. Induksi merupakan langkah
menganalisis data dengan bertitik tolak dani pernyataan yang bersifat
khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal i akan
dianalisis peranan khusus Partai Masyumi terhadap pemerintahan
Soekarno kemudian ditarik suatu kesimpulan umum yang legitimate datam

sebuah bangunan politik suatu pemerintahan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi dimulai bab [ yang terdin dan latar belakang
masalah, numusan masalah, tyjuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab II
berisi tinjavan tentang pemerintahan dan partai politik yang mempunyai dua
sub-bab yaitu pengertian pemerintahan dan partai politik dan yang terdiri dan
definisi partai politik dan urgensitas partai politik dalam pemerintahan.

Bab [I dibahas tentang partai Masyumi dan pemerintahan Soekamo

(1955-1960) terdiri dari tiga sub-bab yaitu; pemerintahan Soekamo (1955-

™ Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, ditefjemahkan oleh Nugroho Notosusanto,

cetakan ke-5, (Jakarta. Ul Pres, 1975), him. 38. danjuga Hasan Usman, Seri Penterjemahan:
Meiode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Depag, 1986), him. 64-65
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1960), sikap partai Masyumi terhadap pemerintah Soekarno (1955-1960) yang
terdiri dan Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956),
Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Djuanda
Kartawijaya (Maret 1957-Juli 1959), dan sikap partai Masyumi ferhadap
perundang-undangan masa Soekarmno (1955-1960).

Setelah mengetahui dan mendeskripsikan landasan teori dan partai
Masyumi beserta pemerintahan Soekarno (1955-1960) maka dalam bab IV
dibahas tentang analisa sikap Partai Masyumi pada masa pemerintahan
Soekarno (1955-1960) yang terdin dari dua sub-bab yaitu sikap partai
Masyumi terhadap pemerintah Soekarno (1955-1960) dan sikap partai
Masyumi terhadap perundang-undangan masa Soekamo (1955-1960). Setelah
dilakukan analisa secara menyelurth dalam bab IV maka ditariklah
kesimpulan dalam bab V. Dalam bab terakhir ini akan disertakan saran-saran

atau lampiran yang mendukung.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Partai
Masyumi pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960) ada dalam dua hal
yaitu:
1. Peranan dalam hal Pemerintah selama 1955-1960.
2. Peranan dalam hal Perundang-Undangan selama 1955-1960.
Untuk peranan Partai Masyumni dalam hal pemenntah kurun waktu 1955-
1960 dapat disimpulkati ada dua macam peranas yang dimaitikan oleh Partai
Masyumi yaitu: |
1. Sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Burhanuddin
Harahap sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956).
2. Sebagai Partai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu;
a. Oposisi Parlementarian yaitu oposisi yang ada dalam parlemen
dan menggunakan cara-cara yang non-violence dan didasarkan
pada konstitusi. Ini tegjadi ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(1956-1957) dan tahun pertama Kabinet Djuanda (1957-1959).
b Oﬁosisi Ekstra Parlementarian yaitu oposisi yang menggutiakan
cara-cara ekstra  parlemenier sepertt mendukung gerakan

separatis/pemberontakan yang  dilakukan  oleh  sebagian
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pengikut/pimpinan Partai Masyumi. 1ni terjadi ketika tahun kedua

Kabinet Djuanda {1957-1959) sampat berakhirnya Kabinet.

Sementara peranail Partai Masyumi dalam hal perundangan-undangan
dapat disimpulkan bahwa partat Masyumi selalu menolak setiap perundang-
undangan. Ini dapat dilithat dari berbagai sikap partai Masyumi terhadap semua
peraturan yang ditetapkan oleh lemtbaga yang tidak berwenang, dalam hal ini
oleh Presiden Soekarno dan selalu mempertanyakan keabsahan peraturan

tersebut secara yurtdis ketatanegaraan.

B. Saran-Saran

1. Ideologi merupakan hal utama dan harus dimiliki oleh setiap insan politik.
Jangan sekali-kali hidup tanpa ideologi (keyakinan) karena keyakinaniah
yang menjadi lentera hidup manusia.

2. Berpolitik secara humanis merupakan hal yang -patut diperhatikan dan
dilaksanakan Hindarilah berpolitik hanya untuk kepentingan golongan
apalagi kepentingan pribadi. Politik adalah untuk menghormati manusia atas
manusia bukan mengkhianatinya.

3. Persatuan dan kesatuan untuk menghadap: penindasan dan pengkhianatan

harus tetap dilakukan secara bersama dan tidak melihat kepentingan orang-

perorang.
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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Darni uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik Partai
Masyumi pada masa Pemerintahan Soekamo (1955-1960) terdapat dalam dua hal
yaitu:

1. Sikap politik dalam hal Pemerintah selama 1955-1960.
2. Sikap politik dalam hal Perundang-Undangan selama 1955-1960.

Untuk sikap politik Partai Masyumi dalam hal pemerintah kurun waktu
1955-1960 dapat disimpulkan ada dua macam sikap politik yang dimainkan oleh
Partai Masyumi yaitu:

1. Sebagai Partai pendukung Pemerintah dengan naiknya Buxhanuddin Harahap
sebagai Perdana Menteri (Agustus 1955-Maret 1956).
2. Sebagai Partai oposisi Pemerintah dengan menggunakan dua metode yaitu:
a. Oposisi Parlementarian yaitu oposisi yang ada dalam parlemen dan
menggunakan cara-cara yang non-violence dan didasarkan pada
konstitusi. Ini terjadi ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo 1T (1956-1957)
dan tahun pertama Kabinet Djuanda (1957-1959).

b. Oposisi Ekstra Parlementarian yaitu oposisi yang menggunakan

cara-cara  ekstra  parlementer  sepertt mendukung gerakan

separatis/pemberontakan yang dilakukan  oleh  sebagian
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